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BUPATI ACEH TIMUR 

PROVINSI ACEH 
 

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR 
NOMOR 1 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR 

NOMOR 91.b TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG 

 
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 
BUPATI ACEH TIMUR, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada masing-

masing-masing gampong, diperlukan peran Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat 

Daerah Kabupaten Aceh Timur guna mencegah terjadinya 
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan gampong; 

 b. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor              
91.b Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati        

Aceh Timur Nomor 34.a Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 91.b Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong masih 
terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, 

sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan 
Bupati dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Aceh Timur Nomor 91.b Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Gampong; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan 
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1103); 
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3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5495); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor              
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
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11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten 
Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 8); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 91.B TAHUN 

2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur 

Nomor 91.b Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Gampong (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 

91.b) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Aceh Timur Nomor 34.a Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 91.b Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten 
Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 34.a), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 40 diubah, dan diantara angka 4 
dan 5 disisipkan 1 angka yakni angka 4a, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya 
disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur 

penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas 
Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten. 

3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang 

selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur. 
4a. Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang 

selanjutnya disebut Inspektorat Daerah merupakan 
unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kabupaten. 
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator 

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 

kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan 

dari Bupati untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan. 
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6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu 

perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Gampong. 
9. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang 

memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan 
urusan rumah tangga sendiri. 

10. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG 
adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi 
sebagai badan permusyawaratan gampong. 

11. Unsur pelaksana gampong adalah Imeum Gampong, 
Imeum Masjid, Khatib Masjid, Bilal Masjid, Bilal Mayit, 

Keujruen Blang, Panglima Laot, Pawang Glee/Uteun, 
Petua Seuneubok, Haria Peukan dan Syahbanda. 

12. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban 
gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong. 
13. Pengelolaan keuangan gampong adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan gampong. 
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya 

disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan untuk 

periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari 
RPJMG yang memuat rancangan kerangka ekonomi 

gampong, dengan mempertimbangkan kerangka 
pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas 

pemerintah gampong, rencana kerja dan pendanaan 
serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan 
langsung oleh pemerintah gampong maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat 
dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah 

Kabupaten dan RPJMG. 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang 

selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha 

Peut Gampong dan ditetapkan dengan qanun 
gampong. 

16. Penerimaan gampong adalah uang yang berasal dari 
seluruh pendapatan gampong yang masuk ke 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong melalui 
rekening kas gampong. 
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17. Pengeluaran gampong adalah uang yang dikeluarkan 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong 
melalui rekening kas gampong. 

18. Pendapatan adalah semua penerimaan gampong 
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak 
gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh gampong. 

19. Dana gampong adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh 

Timur dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 
20. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat 

ADG adalah bagian dana yang dialokasikan oleh 
Pemerintah Kabupaten untuk gampong yang 

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan 
Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh yang diterima oleh 
kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus. 

21. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
selanjutnya disingkat Bagi Hasil PDRD adalah bagian 

dana transfer dari Pemerintah Kabupaten yang 
bersumber dari penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah. 
22. Belanja gampong adalah semua pengeluaran yang 

merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh 
gampong. 

23. Pembiayaan gampong adalah semua penerimaan yang 
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran 
berikutnya. 

24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong 
yang selanjutnya disingkat PKPKG adalah Keuchik 

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 

gampong. 
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang 

selanjutnya disingkat PPKG adalah perangkat 

gampong yang melaksanakan pengelolaan keuangan 
gampong berdasarkan Keputusan Keuchik yang 

menguasakan sebagian kekuasaan Pemegang 
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong. 

26. Sekretaris Desa adalah perangkat gampong yang 
berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat 
Gampong yang menjalankan tugas sebagai koordinator 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong. 
27. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah 

perangkat gampong yang berkedudukan sebagai unsur 
staf Sekretariat Gampong yang menjalankan tugas 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong. 
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28. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah 

perangkat gampong yang berkedudukan sebagai 
pelaksana teknis yang menjalankan tugas Pelaksana 

Pengelolaan Keuangan Gampong. 
29. Rekening kas gampong adalah rekening tempat 

menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang 

menampung seluruh penerimaan gampong dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

gampong dalam 1 (satu) rekening pada bank yang 
ditetapkan. 

30. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya 
disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh 
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola 

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong. 

31. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna 
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif 
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun 

anggaran. 
32. Defisit anggaran gampong adalah selisih kurang 

antara pendapatan gampong dengan belanja gampong. 
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 
dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode 
anggaran. 

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian 

setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan 
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Gampong. 

35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang 
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang 

memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang 
disediakan dan rencana penarikan dana untuk 

kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan/atau 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Gampong. 

36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang 
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang 

memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan 
dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya 
berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. 

37. Pengadaan barang/jasa gampong yang selanjutnya 
disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah 

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 
Pemerintah Gampong baik dilakukan melalui 

swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 
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38. Rencana Anggaran Kas Gampong yang selanjutnya 

disingkat RAKG adalah dokumen yang memuat arus 
kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan 

mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk 
mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan 

oleh Keuchik. 
39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk 
mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. 

40. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal 
kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah 

nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat 
kabupaten/kota. 

 

2. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 43 
 

(1) Dalam hal dibutuhkan, Camat dapat melibatkan 
Keuchik dan/atau perangkat gampong untuk dimintai 

keterangan/penjelasan dalam rangka evaluasi APBG. 
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan 
kepada Keuchik dan Inspektorat Daerah paling lama 

20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
rancangan qanun gampong dimaksud.  

(3) Dalam hal Camat tidak menerbitkan keputusan atas 

hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), rancangan Qanun Gampong 

tentang APBG dianggap telah dievaluasi. 
(4)  Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 

umum, dan RKPG, selanjutnya Keuchik menetapkan 
menjadi qanun gampong.  

(5)  Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 

umum, dan RKPG, Keuchik bersama TPG melakukan 
penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja 

terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 
 

3. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 Pasal yakni 
Pasal 43a, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 43a 
 

(1) Setelah dievaluasi oleh Camat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43 ayat (2), Keuchik mengajukan 
permohonan reviu atas rancangan Qanun APBG 

kepada Inspektorat Daerah selaku APIP, dengan 
melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: 
a. Qanun Gampong tentang RPJMG; 
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b. Keputusan Keuchik tentang Tim Penyusun RKPG 

anggaran berkenaan; 
c. daftar hadir musyawarah gampong penyusunan 

RKPG anggaran berkenaan; 
d. berita acara kesepakatan bersama atas dokumen 

RKPG tahun anggaran berkenaan; 

e. Keputusan Keuchik tentang Tim Penyusun APBG 
berkenaan; 

f. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK); 
g. daftar hadir musyawarah gampong penyusunan 

APBG anggaran berkenaan; 
h. berita acara kesepakatan bersama atas dokumen 

APBG tahun anggaran berkenaan; dan 

i. Keputusan Camat atas hasil evaluasi APBG tahun 
berkenaan. 

(2) Pelaksanaan reviu APIP dapat dilaksanakan secara 
paralel dengan evaluasi APBG oleh Camat. 

(3) Hasil reviu APIP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 
sejak permohonan reviu disampaikan. 

(4) Pelaksanaan reviu APIP dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

4. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 44 

 

(1)  Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (5) dan hasil reviu APIP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43a ayat (3) tidak 
ditindaklanjuti oleh Keuchik dan Keuchik tetap 

menetapkan Rancangan Qanun Gampong tentang 
APBG menjadi Qanun Gampong dan Rancangan 
Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG menjadi 

Peraturan Keuchik, Bupati membatalkan Qanun 
Qampong dimaksud berdasarkan usulan dari Camat 

bersangkutan, dengan Keputusan Bupati.  
(2) Keuchik memberhentikan pelaksanaan Qanun 

Gampong dan Peraturan Keuchik paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dan selanjutnya Keuchik bersama TPG 

mencabut Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik 
dimaksud. 

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Keuchik hanya dapat melakukan pengeluaran 

terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan 
Gampong dengan menggunakan pagu tahun 
sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan 

Qanun Gampong tentang APBG disampaikan dan 
mendapat persetujuan Bupati. 

(4) Pedoman evaluasi Qanun Gampong tentang APBG 
akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal                     

1 Januari 2021. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Kabupaten Aceh Timur. 

 
Ditetapkan di Idi 

pada tanggal  6    Januari 2021 M 
 22 Jumadil Awal 1442 H 
 

BUPATI ACEH TIMUR, 
 

ttd 
 

HASBALLAH BIN M. THAIB 
Diundangkan di Idi 
pada tanggal  6    Januari 2021 M 

 22 Jumadil Awal 1442 H 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN ACEH TIMUR, 

 
ttd 

 

MAHYUDDIN 
 

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 1 


